
 
 
 
 

 
 

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI 
 

NOMOR : 15 TAHUN 2022 
  

TENTANG 

PENGURUS KADER KB NAGARI TALANG BINJAI  

KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISI SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI NAGARI TALANG BINJAI 

 

Menimbang   
 
 

: a. bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan 
terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra 
Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari,dan 
dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 
2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat 
Desa atau sebutan lain,  

  b.  bahwa kegiatan kepengurusan Kader KB dimaksud 
merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan 
kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah 
SWT;  

  c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b 
diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan 
kepengurusan Kader KB dengan Keputusan Wali Nagari 
Talang Binjai; 

 
Mengingat 

 
: 

 
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera 
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6623); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 

2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1203); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1633); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, 
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang 

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik 

Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 252); 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 



22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); 

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, 

Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan 

Permusyawaratan Nagari; 

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022; 

25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 
Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 

2022;  

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana 

Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2022; 

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana 
Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tahun Anggaran 2022; 

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 

tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022; 
29. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 

2018-2024 (Lembaran Desa Talang Binjai Tahun 2018  
Nomor 3); 

30. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Talang 

Binjai Tahun 2019 Nomor 1); 

31. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran 
Nagari Talang Binjai Tahun 2021 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan :   

PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Kader KB 
Nagari Talang Binjai Tahun Anggaran 2022; 

KEDUA : Mengangkat Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang 

di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari keputusan ini. 

KETIGA : Pengurus Kader KB  mempunyai  tugas sebagai berikut : 

  1.  Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam 

menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendidiakn dan 
program KB; 



  2.  Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan 
sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan 

pada kegiatan posyandu ; 
  3. Melakukan kegiatan-kegitan lainnya yang berkaitan dengan 

posyandu 

  4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan  
kepada Walinagari Talang Binjai dan instansi terkait. 

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana 
mestinya. 

 

 
Ditetapkan di : Talang Binjai 

Pada tanggal : 3 Januari 2022 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan : 
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan; 
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; 
5. Camat Silaut di Silaut; 
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Talang Binjai di Talang Binjai; 
7. Yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  I Keputusan Pengangkatan Pengurus Kader KB Nagari Talang Binjai 

Nomor    : 15 Tahun 2022 
Tanggal  : 3 Januari 2022 

------------------------------------------------------------  

 
Tentang Penunjukan Pengurus Kader KB 

Se-Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut 

 
 

NO NAMA JABATAN Ket 

1 TYAS MUNISAH PPKBD Nagari Sidomulyo 

2 
DEVI PURWANTI 

Sub PPKBD Kampung Sidomulyo 

3 NUR IQOMAH Sub PPKBD Kampung Lebak Balam 

4 RISTANTI Sub PPKBD Kampung Sidomulyo 

 
 
 
 

 


